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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “pelaksanaan inovasi layanan 

Garugiwa Dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Publik” terdapat 

tiga aspek utama yang menjadi fokus yaitu analisis pemenuhan standar 

pelayanan publik, identifikasi kendala internal dan eksternal yang 

dihadapi, serta solusi yang ditujukan untuk mengatasi kendala sekaligus 

memenuhi standar pelayann berdasarkan UU Pelayanan Publik. 

1. Analisis Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Berdasarkan UU 

Pelayanan Publik: 

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan wawancara dengan 

narasumber dan kuesioner dari responden terhadap pemenuhan 

komponen standar pelayanan publik yang mencakup aspek dasar 

hukum, persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu 

penyelesaian, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, 

pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, 

jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi 

kerja, dapat disimpulkan inovasi layanan Garugiwa telah memenuhi 

sebagian besar standar pelayanan publik yang ditetapkan dan jika 

dilihat terhadap seluruh komponen, 90% telah memenuhi dan 

memberikan manfaat kepada masyarakat. Inovasi Garugiwa 

memberikan pelayanan berbasis hukum yang jelas, prosedur yang 
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sederhana, persyaratan yang mudah, jangka waktu penyelesaian yang 

cepat, serta tidak ada pemungutan biaya, namun terdapat aspek yang 

memerlukan perhatian khusus, yaitu komponen sarana, prasarana, dan 

fasilitas terutama terkait keterbatasan sarana fisik, minimnya fasilitas 

pelayanan, serta masih kurangnya aksesbilitas di wilayah pedalaman 

yang mengakibatkan kurangnya kenyamanan masyarakat dalam 

mengurus administrasi kependudukan sesuai amanat undang-undang 

dan standar pelayanan minimal bahwa harus memberikan kenyamanan 

dan kesenangan kepada masyarakat. Jika dilihat secara keseluruhan, 

layanan Garugiwa memberikan dampak positif yang signifikan 

terhadap percepatan dan efisiensi pengelolaan administrasi 

kependudukan. Dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan sarana dan 

prasarana, inovasi ini dapat memenuhi semua komponen standar 

pelayanan publik berdasarkan UU Pelayanan Publik. 

2. Kendala Internal dan Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Inovasi 

Layanan Garugiwa: 

Dalam pelaksanaan inovasi ini menunjukan komitmen pemerintah 

daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan, namun bebagai kendala baik internal maupun eksternal 

menjadi tantangan yang harus diatasi. Kendala internal mencakup 

keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta kendala 

eskternal mencakup keterbatasan infrastuktur wilayah dan kurangnya 

kesadaran masyarakat. 
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3. Solusi Untuk Kendala Internal dan Kendala Eksternal: 

Berdasarkan hasil penelitian, solusi yang diusulkan untuk menghadapi 

kendala pelaksanaan inovasi layanan Garugiwa menekankan 

pentingnya pendekatan strategis yang mencakup penguatan aspek 

internal dan eksternal. Dari sisi internal, solusi difokuskan pada 

peningkatan sarana dan prasarana melalui kerja sama dengan sektor 

swasta, penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan berbasis online 

untuk mengaasi keterbatasan anggaran, serta optimalisasi anggaran 

dengan memanfaatkan regulasi yang ada seperti pinjam pakai BMN dan 

pengajuan dukungan anggaran berbasis data, sementara itu untuk 

kendala eksternal, solusi berfokus pada penyediaan akses energi 

alternatif dan teknologi offline untuk mengatasi keterbatasan jaringan 

di daerah pedalaman, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui 

kampanye terarah dan pertemuan langsung di desa-desa. Pendekatan ini 

bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan publik dan 

keberlanjutan inovasi layanan Garugiwa di Kabupaten Ende. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran dapat diajukan 

untuk mendukung pemenuhan semua komponen standar pelayanan publik 

pada pelaksanaan inovasi layanan Gerai Urusan Pelanggan Insan Wajib 

Administrasi Kependudukan (Garugiwa) ini:  
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1. Pemerintah daerah Kabupaten Ende disarankan untuk menjalin 

kerja sama strategis dengan sektor swasta untuk mempercepat 

penyediaan fasilitas pelayanan yang memadai. 

2. Pengadaan sarana tambahan, seperti kendaraan operasional dan 

peralatan berbasis teknologi, harus menjadi prioritas untuk 

mendukung kelancaran layanan administrasi. 

3. Program pelatihan daring bagi petugas pelayanan perlu 

diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi SDM, 

terutama dalam penggunaan teknologi yang relevan dengan 

inovasi Garugiwa. 

4. Pemerintah daerah Kabupaten Ende perlu lebih peroaktif dalam 

memanfaatkan mekanisme pinjam pakai BMN untuk memenuhi 

kebutuhan sarana prasarana, serta menyusun proposal berbasis 

data dampak positif inovasi ini untuk memperoleh tambahan 

anggaran dari pemerintah pusat. 

5. Mengembangkan aplikasi dengan mensinkronkan data untuk 

pelayanan di daerah tanpa jaringan internet, sehingga layanan 

tetap dapat berjalan efisien. 

6. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kampanye edukasi 

mengenai manfaat layanan Garugiwa harus dilakukan secara 

teratur melalui berbagai media, seperti radio, media sosial, 

spanduk, dan poster. Selain itu, pertemuan langsung di tingkat 
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desa atau kelurahan juga penting untuk melibatkan masyarakat 

dalam sosialisasi dan penyampaian aspirasi terkait layanan. 

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pelaksanaan 

inovasi layanan Garugiwa dapat memenuhi seluruh komponen standar 

pelayanan publik dan menjawab kendala-kendala yang masih terjadi.  
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